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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu orang
ke orang lain. Seseorang membutuhkan kebutuhan yang sebenarnya,
seperti makan, minum, pakaian dan suaka. Untuk mengatasi masalah
mereka yang sebenarnya, orang harus mengidentifikasi satu sama
lain dan faktor lingkungan biasa jadi, orang tidak bisa
hidup sendiri tanpa administrasi atau bantuan orang lain, jadi
orang memerlukan kerjasama, inilah yang di sebut dengan masalah
muamalah.!

Demi terjalinnya kerjasama yang teratur dan harmonis maka
dibutuhkan hukum-hukum dan aturan-aturan. Peraturan atau
ketentuan-ketentuan Allah Swt yang menghubungkan antara orang-
orang yang sebanding dengan usaha-usaha umum dalam komunikasi
yang Dbersahabat disebut mu'amalah. Menurut Hudlari Bik

mu'amalah adalah:

den U Ji & o 538 op S8

! lbnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafei’ (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2007), h. 19.



“Mu’amalah merupakan semua akad yang membolehkan
manusia saling menukar manfaatnya "

Sebagaimana yang sudah dianjurkan dalam ajaran Agama
Islam, sepatutnya sesama manusia terhadap manusia lainnya perlu
untuk selalu menjaga hubungan sesama, baik dalam hubungan sosial
ataupun hubungan yang lainnya yang biasa disebut “habblum
minannas”

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan yang berbeda,
baik masalah jual beli, barter, gadai, dan lain sebagainya, sehingga
manusia dapat memperolen barang yang di perlukannya dengan
bantuan orang lain. Selain itu, orang juga dapat menyewakan sumber
daya yang mereka miliki untuk digunakan atau mendapat untung
dari sumber daya yang disewa. Hal tersebut merupakan salah satu
dari bentuk bermuamalah dengan menggunakan akad ijarah.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Hasbi As-Shiddigie al-ijarah
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“Suatu perjanjian yang barangnya adalah perdagangan

keuntungan untuk jangka waktu tertentu, khususnya tanggung jawab

untuk imbalan, yang disamakan dengan penjualan keuntungan”.®

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.



Dari penjelasan tersebut, cenderung dianggap maka bantuan
ialah bertukarnya suatu benda dengan jasa yang dua-duanya didasari
atas suka sama suka. ljarah (sewa) dapat digolongkan sebagai jual
beli, hanya saja barang yang dipertukarkan itu merupakan bantuan
atau keuntungan. Juga, hukum pertama dari ijarah ini dapat diterima
atau diterima jika dilakukan sesuai dengan pengaturan yang
ditentukan dalam Islam.

Sewa menyewa juga merupakan suatu bentuk budaya manusia
dari jaman dulu yang masih kita sering praktekan dalam berbagai
kebutuhan sehari-hari, bulanan, bahkan tahunan. Sewa menyewa
mobil Travel yang kerap masyarakat butuhkan untuk keperluan
Study Tour, Wisata Religi dan lain-lain. Namun pada saat ini
masyarakat banyak sekali yang menggunakan system DP (Down
Payment), al-urbun.

Adapun menurut istilahnya uang muka adalah sejumlah uang
dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si
penjual, bila akad mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukan

kedalam harga pembayaran, namun bila tidak maka menjadi milik

® Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Bogor: Prenada Media, 2003),
h. 216.



sipenjual.* Sama halnya dengan sistem sewa menyewa travel bahwa
investasi awal itu sendiri selesai dengan membayar sebagian atau
30% dari keseluruhan pelunasan, pembayaran uang muka ini diawal
penyewaan sebagai tanda jadi menyewa jasa travel, dan membayar
pelunasannya tiga hari sebelum pemberangkatan dengan asumsi
hasil sewa, investasi awal yang mendasari akan dianggap angsuran
sewa. Bagaimanapun, jika sewa dibatalkan, angsuran awal si calon
penyewa travel tersebut tidak akan kembali dan akan menjadi milik
Travel.

Sedangkan pembayaran uang muka di Tunas Tour dan Travel
sendiri bisa menggunakan sistem DP (Down Payment) secara
angsuran apabila calon penyewa tidak sanggup membayar uang DP
sebesar 30%. Untuk situasi seperti ini harus ada kesepakatan antara
calon penyewa dan pihak Travel mengenai membayar uang muka
dibawah 30% dengan catatan, uang muka yang diangsur tidak boleh
melebihi batas waktu selama 2 minggu.®

Dengan adanya kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk
membahas lebih detail tentang TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD SEWA

JASA TRAVEL DENGAN PEMBERLAKUAN SISTEM

* Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi keuangan Islam, ( Jakarta: Darul Hag,
2004), h. 131.

> Bapak Faisal, pendiri Tunas Tour & Travel, wawancara dengan penulis di
kantornya, tanggal 20 febuari 2022.



DOWN PAYMENT (DP) SECARA ANGSURAN di Tunas Tour
dan Travel Desa Binuang Kabupaten Serang.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad sewa menyewa dengan sistem
down payment Secara Angsuran di tunas tour dan travel di Desa
Binuang Kabupaten Serang?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai
implementasi akad sewa menyewa dengan sistem down payment
Secara Angsuran di tunas tour dan travel di Desa Binuang
Kabupaten Serang?

. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap implementasi akad sewa jasa travel
dengan pemberlakuan sistem down paynent dengan tujuan tidak
menyimpang dari prinsip yang diberikan oleh penciptanya yang
sesuai dengan hukum Islam.

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap implementasi akad sewa jasa travel dengan pemberlakuan

system down payment sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui implementasi akad sewa menyewa dengan
sistem down payment Secara Angsuran di tunas tour dan travel di
Desa Binuang Kabupaten Serang.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai
implementasi akad sewa menyewa dengan sistem down payment
Secara Angsuran di tunas tour dan travel di Desa Binuang
Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terdiri 3 bagian yaitu:

1. Secara skolastik, penelitian ini dipercaya memiliki pilihan untuk
memperluas informasi dan memperluas data dan penelitian
korespondensi.

2. Secara hipotetis, penelitian diandalkan sebagai sumber data
dalam hal tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
implementasi akad sewa jasa travel dengan pemberlakuan sistem
down paymen secara angsuran.

3. Secara praktis, Pemeriksaan pada hakekatnya dapat menjadi
tanggung jawab atau komitmen kepada pihak yang membutuhkan
data, dalam hal tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

implementasi akad sewa jasa travel dengan pemberlakuan sistem



down payment Secara Angsuran, dan dapat berguna dikehidupan

sehari-hari.

. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis sebelumnya yang signifikan Untuk menghindari

kemiripan dalam audit ini, pembuat mendorong pencarian penelitian

sebelumnya yang terkait dengan tinjauan ini di beberapa sumber

yang ditemukan yaitu:

Nama/Judul Skripsi/ PTN/

Persamaan dan Perbedaan

dengan penulis dan

NO Hasil penelitian
Tahun Metodelogi
1. | Faizah Nurhayati- | Kesimpulan dari | Persamaan:  sama-sama
09220050/ Tinjauan | skripsi ini adalah | membahas tentang
Hukum Islam Terhadap | bahwa tinjauan  hukum Islam
Pembayaran Uang Muka | pembayaran terhadap pembayaran
Dalam Penyewaan Kamar | uang muka | uang muka.
Kos/ UIN Maulana Malik | dalam Perbedaan: penulis
Ibrahim Malang/ 2014 penyewaan membahas tentang
kamar kos-kosan | Tinjauan Hukum
merupakan  urf | Ekonomi Syariah




atau  kebiasaan
bagi pemilik kos
yang
menyewakan
kamar kos-kosan
dengan  sistem
pembayaran
pertahun. Akad
sewa menyewa
kamar kos-kosan
dilakukan
pemilik  kamar
kos-kosan  dan
mahasiswa UIN
Maulana Malik
Ibrahim Malang
sesuai  dengan
rukun dan syarat

SEwa menyewa

(ijarah),

Terhadap  Implementasi
Akad Sewa Jasa Travel
Dengan  Pemberlakuan
Sistem Down Payment
Secara Angsuran di Tunas
Tour Dan Travel Desa
Binuang Kabupaten
Serang. Metodelogi yang
di gunakan dalam skripsi
ini adalah pendekatan
sosiologis (empiris),
sedangkan penulis
menggunakan Metodelogi
Subjektif Normatif

Empiris.




sehingga

hukumnya sah.

Rendi Mustopa-
13112689/ Down Payment
Dalam Perspektif Hukum
IAIN

Ekonomi  Syariah/

Metro/ 2018

Kesimpulan dari
skripsi ini adalah
bahwa praktek
penerapan uang
muka dalam
penyewaan
mobil yaitu
dengan
pembayaran
uang muka yang
dilakukan
dengan
membayar
sebagian  uang
sewa di awal
penyewaan

sebagai  tanda

Persamaan : sama-sama

membahas tentang Down

Payment

Perbedaan penulis
membahas tentang
Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah
Terhadap  Implementasi

Akad Sewa Jasa Travel
Dengan Pemberlakuan
Sistem Down Payment
Secara Angsuran di Tunas
Tour Dan Travel Desa
Binuang Kabupaten
Serang. Metodelogi yang
di gunakan dalam skripsi

ini adalah field research
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jadi penyewaan
mobil.
pandangan
hukum ekonomi
syariah terhadap
down payment
dalam sewa
menyewa mobil

adalah sah.

dengen sifat penelitian
diskriktif kualitatif.
sedangkan penulis

menggunakan Metodelogi
Subjektif Normatif

Empiris.

Maniatul Musrifah-
151805/ Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik
Panjar  Dalam  Sewa
Menyewa Rumah Kost/
UIN

Sulthan Thaha

Saifudin/2019

Kesimpulan dari

skripsi ini adalah

bahwa
pembayaran
uang muka
dalam
penyewaan
kamar kost
dengan  sistem
uang panjar

Persamaan : sama-sama

membahas tentang
praktek uang muka/panjar

dalam sewa menyewa

Perbedaan penulis
membahas tentang
Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah
Terhadap  Implementasi

Akad Sewa Jasa Travel
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sebagai  tanda | Dengan Pemberlakuan
jadi atau uang | Sistem Down Payment
muka Secara Angsuran di Tunas
pembayaran Tour Dan Travel Desa
kamar kost | Binuang Kabupaten
pertahun. Akad | Serang. Metodelogi yang

sewa menyewa
dilakukan sesuai
dengan  rukun
dan Syarat
ijarah, sehingga

hukumnya sah.

di gunakan dalam skripsi
ini adalah pendekatan
yuridis normatif.
sedangkan penulis
menggunakan Metodelogi

Subjektif Normatif

Empiris.

Mengingat sebagian dari pemeriksaan sebelumnya yang
dipimpin oleh spesialis untuk menemukannya, para ilmuwan dapat
beralasan bahwa sehubungan dengan pemeriksaan tersebut belum
ada pembicaraan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Akad Sewa Jasa Travel

Implementasi Dengan
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Pemberlakuan Sistem Down Payment Secara Angsuran di Tunas

Tour Dan Travel Desa Binuang Kabupaten Serang.

. Kerangka Pemikiran

ljarah adalah pengaturan tempat pertemuan memiliki saling
keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam hal
muamalah, adapun perkara ini diatur dalam pasal 1548 KHUPerdata
yang berbunyi “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu
waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yange oleh
pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.’
Mengenai sewa-menyewa jelas ada premis atau dasar hukum yang
mengatur, sudah disebutkan Al-Qur’an, alasan yang sah untuk sewa-
menyewa sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT yang

berbunyi:
od «//5 W o 875 0 G o 870 (To0 . % % 214, 4 2. %o S o i
,@ﬂ\gﬁ;\éw@w:ﬁ &)wJqui‘

[

wo- G\¥. A 2 (& o 8 (Ao, o &Aoo, < Eh o L0, Twot o 87, 0. (705
fﬂq)pﬁ)j\ﬁfwu&gﬁmqwgrzjzﬁdfﬁ@w)j

A\3

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan, sebaagian mereka dapat

® R. Subekti, dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 381.
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memanfaatkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagain
mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-
Zukhruf:32).’

Masalah ini bukan orang yang memutuskannya, namun hanya
Allah SWT, Allah yang lebih tahu di mana dia menempatkan
komposisinya. Karena tanpa ragu, dia tidak pernah menurunkan Al-
Qur'an tetapi binatang yang paling sempurna dari roh dan yang
paling terhormat dan paling suci dari rumah dan kerabatnya.
Menurut salah satu penilaian, pentingnya bagian tersebut adalah
dengan tujuan agar beberapa dari mereka dapat memanfaatkan orang
lain untuk menertibkan semuanya, karena yang lemah membutuhkan
yang kokoh dan sebaliknya. Sejalan dengan itu sebagaimana
ditunjukkan oleh penilaian Qotadah dan Addahhak mengatakan
bahwa kepentingan yang diharapkan adalah agar, sebagian dari
mereka dapat menangani sebagian yang lain.?

Di bagian lain Allah SWT berfirman:

Sz 54 50 S0 a6

“Kemudain jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu
maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaag: 6 )°

" Tubagus Najib, Mushaf Al-Bantani dan Terjehannya, (Serang: MUI
Provinsi Banten, 2010), h. 491.

® Muhammad Nasib Ar-rifai, Tafsir Ibnu Katsir, (Qur’an Surat Azzukhruf
ayat 32). h 269.

® Tubagus Najib, Mushaf Al-Bantani... h. 559.
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Ayat ini menunjukan tentang akad ijarah, sebab bentuk
kalimat &a53A Ga 3 adalah bentuk kalimat perintah, dan perintah
di dalam ushul figh menunjukan wajib. Upah hanya busa
diwajibkan/ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini
secara pasti diarahkan pada menyusui yang disertai dengan akad
(ijarah).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang boleh melakukan
suatu sewa menyewa dalam kehidupannya, sebgagaimana yang telah
Allah Swt Firmankan, adapun sewa menyewa harus memiliki akad
yang dilakukan, agar tidak bertentangan dengan hukum yang sudah
tertera. Sesama manusia harus saling membantu satu sama lain
dalam perspektif muamalah di kehidupan sehari-harinya.

kesepakatan yang mengikat kedua orang atau lebih tersebut
mencakup jual beli dan sewa guna usaha. Sewa atau ijarah adalah
perjanjian untuk pertukaran kebebasan penggunaan hasil (manfaat)
pada sumber daya atau administrasi sedangkan hak kepemilikan
sumber daya tetap dengan lessor. Kemudian, penghuni atau
pengguna bantuan memiliki komitmen untuk membayar sewa atau

upah terhadap orang yang menyediakan jasa menyewa. Dengan cara
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ini ijarah memindahkan kemanfaatan terhadap kemanfaatan yang
lain.

Di dalam hadist disebutkan:

(4 olyy 518800 A A e (g5 o e Al LS &
“Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad shalallahu’alaihi
wasallam melarang muzara’ah (sama dengan musaqat, yaitu
memberi tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil
menurut perjanjian) dan memerintahkan mujjarah (akad sewa).’’

(HR Muslim).*

Dengan demikian hadits ini memeberikan kekuatan dalil yang
efisien untuk sesama makhluk sosial saling melakukan transaksi
bermuamalah salah satunya akad sewa menyewa dalam kehidupan
sehari-harinya karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup

sendiri tanpa bantuan orang lain di sekitarnya.

H. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
Kualitatif, metode penelitian merupakan prosedur yang dilakukan
peneliti untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam
merekam data peneliti'!. Data yang diperoleh berupa data sistematis,

faktual, dan akurat, serta menunjukan data yang otentik.

10 Achmad Sunarto, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani,
2000), h. 440.

11 Burhin Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan
Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press:2001), h. 58.

12Soerjono Soekanto dan Sri Mujdi, Penelitian Hukum Normatif; Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h 24.
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Teknik eksplorasi bermaksud untuk berkonsentrasi pada
setidaknya satu indikasi dengan menyelidiki dan dengan

mengarahkan penilaian luar dan dalam dari realitas tersebut, untuk

kemudian mengurus masalah yang muncul.*®

Untuk memperoleh informasi yang solid, sebuah eksplorasi
harus menggunakan strategi yang tepat dengan tujuan yang baru saja
dicapai. Sementara itu, dalam menentukan teknik yang akan dipetik
harus tepat dan juga jelas sehingga, untuk memperoleh hasil dan
kenyataan yang dapat dipertahankan, teknik yang akan digunakan
oleh pencipta dalam eksplorasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Untuk melihat skripsi ini, penulis menggunakan strategi
subjektif, teknik subjektif adalah strategi yang menggaris
bawahi atas ke bawah mendapatkan sudut pandang, penelitian
langsung dan berkomunikasi dengan objek di lapangan, seperti
menggambarkan kondisi atau efek samping dari penemuan
masalah daripada masalah untuk penelitian spekulasi.'*
Eksplorasi semacam ini menggunakan penelitian

lapangan (field research) yaitu sejenis pemeriksaan yang

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Pers,

1984), h. 2.

14 zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.

105.
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dipimpin dengan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan
penelitian. untuk memperoleh informasi yang sah dan berlaku.
Penelitian ini diarahkan pada Tunas Tour Travel, Desa
Binuang, Kabupaten Serang.
2. Pendekatan

Dalam melaksanakan pendekatan penulis menggunakan
pendekatan penelitian normatif empiris. Yang dimaksud
sebagai penelitian hukum normatif empiris (applied law
research) merupakan penelitian yang menggunakan studi
kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.
15 penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari
ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada
peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga
dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian
yaitu :*°

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif
yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan

> Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52
1% Abdul kadir Muhammad, Hukum ... h. 52.
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tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan
dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan
pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan
hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut
atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut

membutuhkan data sekunder dan data primer.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam ulasan ini disusun dalam

ulasan ini dalan 2 bagian yaitu:*’

a) Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh secara
langsung dari sumbernya, melalui pertemuan, persepsi atau
laporan sebagai arsip. Dalam informasi penting, ilmuan
menggunakan pembicaraan dengan prosedur kepada
pemilik perusahaan tersebut.

b) Data Sekunder
Informasi pilihan adalah informasi yang diperoleh dari
catatan-catatan yang benar, buku-buku yang berhubungan
dengan objek pemeriksaan, hasil penelitian tentang jenis

laporan, usulan, spekulasi, dan peraturan.

17 zainudin Ali, Metode ... h. 175.
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4. Teknik Pengumpulan

Untuk mendapatkan informasi yang tepat, signifikan, dan
mampu, sistem data yang berbeda digunakan menyertai
dilengkapi:
a. Wawancara
Wawancara adalah strategi  bermacam-macam
informasi di mana analis mengadakan pertanyaan dan
jawaban dengan saksi yang telah ditentukan sebelumnya.
Pertemuan direncanakan untuk memperoleh informasi
tambahan dalam tinjauan ini. Pencipta memimpin
wawancara dengan pemilik dan penyewa Travel.
b. Observasi
Persepsi adalah strategi pengumpulan informasi di
mana spesialis memperhatikan secara langsung atau tanpa
alat tentang efek samping dari subjek yang diteliti, apakah
persepsi diselesaikan dalam keadaan asli atau dilakukan
dalam keadaan palsu, yang secara eksplisit dipegang..'®
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik atau strategi untuk

memperoleh informasi dengan menganalisis warisan yang

'8 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),
him. 26.
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disusun, terutama sebagai kronik dan buku-buku mengingat
perasaan, atau hukum yang diidentifikasi dengan masalah
penelitian.

Arsip dapat berupa laporan terbuka atau catatan
pribadi. Arsip yang digunakan untuk membantu informasi
pemeriksaan ini berasal dari catatan yang ada di Tunas Tour
dan Travel Desa Binuang Kabupaten Serang.

a. Teknik Penulisan
1) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah UIN
Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
2) Penulisan proposal skripsi, pencipta menggunakan ejaan

yang dikembangkan lebih lanjut (EYD).

Sistematika Pembahasan

Untuk menggarap percakapan teori ini, pencipta menggunakan
percakapan metodis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus
Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian
Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian
dan Sistematika Pembahasan.

BAB I, Sejarah Berdirinya Agen Travel di Dunia, Visi Misi

dan Moto Tunas Tour dan Travel, Struktur Organisasi Tunas Tour
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dan Travel, Mekanisme Kerja Tunas Tour dan Travel, Target
Sasaran dan Manfaat, Kerjasama Dengan Industri Pariwisata,
Program Kerja.

BAB Ill, Landasan Teori, Pengertian ljarah, Dasar Hukum
ljarah, Rukun dan Syarat ljarah, Objek ljarah, Pembagian dan
Hukum ljarah, Macam-Macam ljarah, Hak dan Kewajiban Para
Pihak, Pembatalan dan Berakhirnya ljarah, Pengertian Uang Muka
(Down Payment), Dasar Hukum Tentang Uang Muka (Down
Payment), Tujuan Uang Muka (Down Payment).

BAB IV, Bagaimana Implementasi Akad Sewa Dengan
Sistem Down Payment Secara Angsuran di Tunas Tour dan Travel
di Desa Binuang Kabupaten Serang, Bagaimana Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Mengenai Implementasi Akad Sewa menyewa
Dengan Sistem Down Payment Secara Angsuran di Tunas Tour dan
Travel di Desa Binuang Kabupaten Serang.

BAB V, Penutup, Kesimpulan dan Saran

Darftar Pustaka.



